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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka untuk mengetahui gambaran suatu perusahaan sangat 

diperlukan paparan informasi yang dijabarkan dalam Ringkasan  Publik. 

Paparan informasi PT. Riau Abadi Lestari memuat sejarah berdirinya 

perusahaan, kepengurusan (organisasi), deskripsi areal, kegiatan inti 

(operasional) yang dilakukan seperti perencanaan, pembukaan wilayah 

hutan (PWH), sistem silvikultur, pembibita n, penyiapan lahan, penanaman, 

perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan, serta alur tata usaha 

kayu.  

Selain kegiatan diatas PT. Riau Abadi Lestari telah melakukan 

pengelolaan dan pematauan lingkungan yang meliputi kawasan lindung, 

areal kawasan produk si tidak efektif dan areal kawasan produksi efektif. PT. 

Riau Abadi Lestari  juga sangat peduli terhadap sosial masyarakat disekitar 

perusahaan. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk kebijakan pembangun 

sosial masyarakat dengan konsep membangun dan mengemba ngkan pola 

kemitraan.  

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu dan 

mendukung dalam penyusunan Ringkasan Publik ini, kami mengucapkan 

terimakasih. Diharapkan semoga Ringkasan Publik ini dapat memberikan 

informasi dan bermanfaat bagi yang memerluka nnya.  

 

 

 Kampar ,  Februari  2022 

 

  

       Penyusun  
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I. PENDAHULUAN 

 

I.1. Identitas  Perusahaan  

1 Nama Unit Manajemen  PT Riau Abadi Lestari  

2 Alamat  
Kantor : Jalan Teuku Umar No. 51  

Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh  

Pekanbaru  

3 Lokasi Unit Manajemen  Kec. Minas dan Kec. Sungai Mandau 

(Kabupaten Siak)  

Kec. Pinggir (Kabupaten Bengkalis)  

Kec. Tapung Hilir (Kabupaten Kampar)  

4 SK IUPHHK    SK. No 542/Kpts-II/1997 

5 Sejarah UMH  
Penetapan PT. RAL berdasarkan peta 

arahan pencadangan ar eal pada 

lampiran Surat Direktur Jendral 

Pengusahaan Hutan No.2779/IV -Set/1993 

tanggal 26 Oktober 1993 dan Surat 

Edaran Kantor Wilayah Departemen 

Kehutanan Propinsi Riau No.2390 Kwl -

4/1993 tanggal 11 November 1993 

perihal penetapan areal HTI Transmigrasi 

d i Areal PT. Arara Abadi pada tiga unit 

pengelolaan, yaitu : Unit Mandi Angin, 

Unit Unit Sindotim dan Unit Tasik Serai 

masing -masing seluas ± 4.000 Ha, 

sehingga luas secara keseluruhan ± 

12.000 Ha  

 1994 
Akta pendirian perusahaan PT. RAL  

berdasarkan akta No. 171  yang dibuat 
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oleh Notaris Mudofir Hadi, SH pada 

tanggal 21 Oktober 1994  

 1997 
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan 

Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas 

areal hutan seluas ± 12.000 ha di provinsi 

Riau dengan nomor SK. 542/KPTS -II/1997 

Pada tanggal 25  Agustus 1997.  

 1998 
Perubahan akta Notaris perusahaan PT. 

RAL berdasarkan akta No. 16 yang 

dibuat oleh Notaris pengganti Yulia ,SH 

pada tanggal 2 Mei 1998  

 2000 
Terjadi perubahan akta Notaris 

perusahaan PT. RAL berdasarkan akta 

No. 12 yang dibuat oleh N otaris Yulia, SH 

pada tanggal 12 November 2000  

 2002 
Terjadi perubahan pengurus perusahan 

PT. RAL dengan akta yang berbeda. 

Berdasarkan akta Notaris No. 3 terjadi 

perubahan direktur yang dibuat oleh 

Notaris Syafrijon, SH pada tanggal 25 

Maret 2002 dan per ubahan pengurus 

Komisaris berdasarkan akta Notaris No. 4 

yang dibuat oleh Notaris Syafrijon, SH 

pada tanggal 28 Maret 2002  

 2003 
Perubahan akta Notaris Perusahaan PT. 

RAL berdasarkan akta No. 6 yang dibuat 

oleh Notaris Yulia, SH pada tanggal 31 

Maret 2003  

 2004 
Terjadi perubahan susunan pengurus  

Komisaris perusahaan PT. RAL dengan 
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akta Notaris No. 8 yang dibuat oleh 

Notaris Yulia, SH pada tanggal 15 April 

2004 

 2007 
Terdapat perubahan akta Notaris terkait 

Pemindahan Hak -Hak Atas Saham 

perusahaan PT. RAL  berdasarkan Akta 

Notaris No. 69 & 70 yang dibuat oleh 

Notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 

19 Desember 2007  

 2008 
Terdapat perubahan akta Notaris terkait 

Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham PT. RAL berdasarkan akta Notaris 

No. 50 yang dibuat oleh  Notaris Linda 

Herawati, SH pada tanggal 15 

September 2008  

 2011 
Terjadi perubahan kepengurusan Direksi 

PT. RAL berdasarkan akta Notaris No. 6 

yang dibuat oleh Notaris Heleni Ritliany, 

SH pada tanggal 10 Oktober 2011  

 2012 
Terjadi perubahan kepengurusan Direksi 

PT. RAL berdasarkan Notaris No. 29 yang 

dibuat oleh Notaris Heleni Ritliany, SH 

pada tanggal 13 Juli 2012  

 2015 
Terjadi perubahan kepengurusan Direksi 

PT. RAL berdasarkan Notaris No. 38 yang 

dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH 

pada tanggal 17 P ebruari 2015  

 2017 
PT. Riau Abadi Lestari melakukan 

perubahan RKU periode 2017 -2026 sesuai 

dengan Per MENLHK P.17 tentang 

Restorasi Gambut. RKU sudah disetujui 
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oleh MENLHK dengan Nomor SK 6139 / 

MENLHK ð PHPL / UHP / HPL.1 / 11 / 2017 

pada tanggal 14 Nove mber 2017.  

 2019 
Menyetujui keputusan MenLHK tentang 

persetujuan revisi RKUPHHK-HTI untuk 

jangka waktu 10 tahun periode 2017 -

2026 atas nama PT. Riau Abadi Lestari 

yang disahkan sesuai No SK. 

6079/MenLHK -PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 

pada tanggal 28 Juni 2019.  

 2021 
Terjadi perubahan kepengurusan Direksi 

PT. RAL berdasarkan Notaris No. 01  yang 

dibuat oleh Notaris Dahlia , SH pada 

tanggal 03 Mei 2021.  

 

 

I.2. Visi Misi Perusahaan  

 PT. Riau Abadi Lestari memiliki komitmen yang kuat dalam rangka 

pengelola an hutan tana man secara lestari  yang tertuang dalam Visi Misi 

Perusahaan berikut:  

VISI 

Menjadi  Perusahaan Kehutanan  kelas dunia, yang mempraktekkan  

pengelolaan  hutan  secara  lestari, dengan  mengembangkan  hubungan  

sosial yang harmonis, layak  secara  ekonomi, dan  ramah  lingkungan.  

 

MISI 

Mengelola  dan  mengembangkan  Sumberdaya  Hutan  secara  

professional guna  meningkatkan  manfaat  bagi  para  pemangku  

kepentingan, dengan  cara :  

1. Mengembangkan  hutan  tanaman  industri yang lestari  dan  

berkualitas  tinggi, sebagai  sumber  bahan  baku pulp , dengan  harga  

terbaik  dan  resiko terendah.  
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2. Menyediakan  lapangan  kerja  dan  kesempatan  usaha  

bagimasyarakat  dan  industr i terkait, yang dapat  meningkatkan  

kesejahteraan  bagi  masyarakat  sekitar.  

3. Melindungi  areal  hutan yang mempunyai  nilai  konservasi  dan  

menin gkatkan  kelestarian  lingkungan  hutan. Menghasilkan  

keuntungan yang memadai, untuk  ikut berkontribusi  dalam  

penerimaan  pajak  oleh Negara . 

 

1.3. Kebijakan -Kebijakan yang dimiliki Perusahaan  

1.3.1. Kebijakan Konservasi Hutan APP  

 

Kebijakan Komitmen 1: APP dan  seluruh pemasoknya hanya akan 

mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan 

hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.  

 

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target 

Pemerintah Indonesia untuk pembangun an rendah emisi dan penurunan 

emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa 

lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP 

untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon 

Tinggi, serta menerapka n pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi 

dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.  

 

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip -prinsip berikut: 

menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas 

Dasar Informa si Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat 

lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; 

Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan 

konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan 

inter nasional; program pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan 

menghormati hak -hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip 

dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.  

 

Kebijakan Ko mitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari 

seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk 

memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang 

bertanggung jawab.  
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1.3.2 Kebijakan Kelestarian Lingkungan  

¶ Melakukan perlindun gan lingkungan dengan mematuhi 

perundang -undangan dan peraturan lingkungan serta 

persyaratan lingkungan lainnya yang berlaku.  

¶ Melakukan pemantauan kinerja lingkungan secara terus 

menerus.  

¶ Meningkatkan efisiensi pemakaian sumber daya.  

¶ Meningkatkan kesada ran lingkungan pada semua karyawan 

melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan 

memberikan informasi mengenai lingkungan kepada 

masyarakat dan pemerintah.  

¶ Memelihara kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi 

darurat.  

¶ Meningkatkan partisipas i dan kontribusi bagi kesejahteraan 

masyarakat setempat melalui program -program pembinaan 

masyarakat desa hutan.  

¶ Mendukung kelestarian ekosistem pada kawasan lindung di 

areal konsesi perusahaan.  

¶ Mendukung pelestarian satwa langka yang dilindungi dan 

teranc am punah seperti gajah dan harimau sumatera sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku  

¶ Mendukung kelestarian ekosistem lansekap Hutan Kerumutan, 

Giam Siak Kecil, Danau Besar Pulau Bawah dan lansekap Tesso -

Nilo.  

¶ Memelihara dan meningkatkan nilai kons ervasi pada kawasan 

yang teridentifikasi sebagai HCV dan HCSsesuai prinsip kehati -

hatian.  

¶ Melakukan pengendalian spesies eksotik infasif yang terdapat di 

areal K awaan Lindung.  

 

1.3.3 . Kebijakan Kelestarian Produksi  

¶ Mematuhi semua peraturan perundangan da n persyaratan 

lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk 

berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh 

Pemerintah Republik Indonesia.  
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¶ Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada 

sistem zonasi yang menjamin keberlangsu ngan fungsi produksi, 

lingkungan dan sosial.  

¶ Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem 

silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk 

mencapai produktifitas lahan.  

¶ Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas 

dan volume).  

¶ Menerapkan sistem pemanenan yang efektif, ramah lingkungan 

dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.  

¶ Menghasilkan bibit siap tanam yang berasal dari material 

genetik yang unggul dan bebas Genetically Modified Organism  

(GMO) sesuai dengan  perencanaan.  

 

1.3.4  Kebijakan Kelestarian Sosial  

¶ Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan 

lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk 

berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh 

Pemerintah Republik Indone sia. 

¶ Mengakui dan menghormati hak -hak masyarakat lokal dan 

masyarakat adat ( indigenous people ) di dalam dan sekitar 

wilayah konsesi, dengan menerapkan a sas keterbukaan, 

kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.  

¶ Melaksanakan program -progra m pemberdayaan masyarakat 

baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain 

secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima 

manfaat ( beneficiaries groups ). 

¶ Mengambil langkah -langkah strategis dalam memberdayakan 

tenaga kerja lokal.  

¶ Men yelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab 

dan tanpa kekerasan.  

¶ Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua 

pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan 

internasional yang berkaitan dengan opeasional perusahaan.  

¶ Menerapkan prins ip-prinsip Free Prior Informed Consent  (FPIC) 

dalam pengambilan keputusan terhadap hak -hak masyarakat 

adat/lokal.  
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1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  

¶ Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah 

kecelakaan kerja dan peny akit akibat kerja bagi seluruh karyawan 

dan orang lain di tempat kerja.  

¶ Menetapkan program dan sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3). 

¶ Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang 

terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).  

¶ Me nghilangkan bahaya dan mengurangi risiko keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3)  

¶ Memelihara dan meningkatkan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) secara berkelanjutan  

¶ Melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain dalam konsultasi dan 

partisipasi  untuk penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan perusahaan  

 

1.3.6. Kebijakan Prinsip -Prinsip Dasar Tenaga Kerja  

¶ Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan 

lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk 

berbagai  konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh 

Pemerintah Republik Indonesia.  

¶ Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, 

menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala 

bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun 

terhad ap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan 

Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 

105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.  

¶ Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak -hak pekerja 

termasuk memberikan hak kebebasan dalam be rserikat dan 

perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 

tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang 

Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.  

¶ Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan 

diskriminasi an tara pekerja laki -laki dan wanita termasuk dalam 

proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan 

dengan cara menerapkan standar yang sama tentang 

perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No. 
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100 tentang Pemberian Upah yang Sama Ba gi Pekerja Pria dan 

Wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam 

Pekerjaan dan Jabatan.  

¶ Tidak menggunakan tenaga kerja anak -anak di bawah umur 

dan menghindari serta tidak melakukan bentuk -bentuk 

pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minim al yang telah 

dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal 

dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk -Bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  

¶ Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak -hak pekerja 

seperti mendapatkan akomodasi yang l ayak dan berhak untuk 

menyampaikan keluhan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

¶ Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum 

yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang -undang, 

peraturan pengupahan dan daerah setempat dan perjanjian 

bersama term asuk yang terkait dengan kerja lembur.  

¶ Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara 

hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan (kontrak 

kerja) yang diakui dan ditetapkan melalui undang -undang.  

¶ Memastikan bahwa jam kerja dan hari istir ahat sesuai dengan 

semua undang -undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, 

dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap 

pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi 

sesuai aturan perundangan yang berlaku.  

¶ Menyediakan fasi litas bagi karyawan sesuai dengan yang 

tertuang dalam perjanjian kerja bersama.  

¶ Menentang keras segala bentuk perbuatan yang mengarah 

pada perbuatan pelecehan seksual dan kekerasan dalam 

bentuk apapun.  

¶ Menentang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.  

 

1.3.7. Kebijakan Tidak Menggunakan Pestisida yang di Larang  

 

Sejalan dengan pengelolaan hutan lestari, maka salah satu aspek yang 

penting adalah Unit Manajemen (UM) hutan tidak diperbolehkan 

menggunakan dan menyimpan jenis -jenis pestisida dilarang menurut 

pera turan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain -

lain) , terkait hal tersebut, maka :  
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1. Tidak boleh melakukan pembelian jenis -jenis pestisida kategori dilarang 

menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC 

dan lain -la in), 

2. Tidak boleh menggunakan dan menyimpan jenis -jenis pestisida 

kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi 

(FSC, PEFC/IFCC dan lain -lain),  

3. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan 

penyimpanan pestisida sesuai dengan  prosedur.  

4. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu ( Integrated 

pest and diseases management ). 

 

1.3.8. Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan  

Dalam menerapkan prinsip -prinsip pengelolaan hutan secara lestari, kami 

menetapkan kebijakan penc egahan kebakaran lahan dan hutan 

sebagai berikut:  

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait  pencegahan 

kebakaran lahan dan hutan.  

2. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua 

tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.  

3. Melakukan perl indungan areal konsesi perusahaan dari bahaya 

kebakaran untuk memastikan   keberlanjutan usaha dalam jangka 

panjang dan kelestarian sumber daya alam.  

4. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penangg ulangan 

kebakaran lahan dan hutan.  

5. Secara aktif melibatkan semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat 

di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan 

pencegahan kebakaran lahan dan hutan.  

 

1.3.9. Kebijakan Benturan Kepentingan  

 

PT RAL berkomi tmen untuk menjalankan prinsip -prinsip Good Corporate 

Governance  secara konsisten dan berkesinambungan, maka dalam 

memastikan indepensi, perilaku profesional dan integritas serta 

menghindari terjadinya benturan kepentingan perusahaan dengan 

kepentingan pri badi, sehingga dapat menyulitkan karyawan dalam 

menjalankan tugasnya dan atau menimbulkan hal yang merugikan 

perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, PT RAL berkomitmen untuk 

menghindari hal -hal sebagai berikut :  

 

1. Hadiah dan hiburan ( Gift and Enternaiment ), adalah situasi dimana 

karyawan menerima baik secara langsung maupun tidak langsung, 

memberi atau menjanjikan gratifikasi atau pemberian hadiah/ cindera 

mata/ jamuan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan 



 
 

11 
 

dengan kedudukan dan/ atau jabatan di dal am perusahaan 

sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan/ atau 

menyebabkan karyawan tersebut melakukan suatu tindakan yang 

menguntungkan pihak pemberi atau perusahaan manapun untuk 

kepentingan pribadi karyawan.  

 

2. Self-Dealing , adalah situasi dima na karyawan memiliki, mengelola 

dan/ atau mengendalikan organisasi/ perusahaan lain dan kemudian 

menggunakan kedudukan dan/ atau jabatannya di dalam 

perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan demi 

kepentingan/ keuntungan pribadi karyawan itu se ndiri, keluarga atau 

organisasi/ golongan/ perusahaan lain.  

 

3. Kepentingan Pribadi/ Keluarga/ Kerabat/ Golongan Tertentu , adalah 

situasi dimana karyawan tidak bersikap profesional/ dan diskriminatif 

serta memberikan akses khusus terhadap pembeli, penyedia ba rang/ 

jasa, kontraktor, broker dan/ atau pihak -pihak lain manapun untuk 

kepentingan dan/ atau perusahaan yang dikendalikan oleh kerabat/ 

keluarga/ golongan tertentu.  

 

4. Hubungan Kekeluargaan , adalah situasi dimana karyawan memiliki 

anggota keluarga ( first tier) yang juga bekerja untuk Perusahaan dan/ 

atau memiliki anggota keluarga yang memiliki perusahaan atau 

bekerja untuk perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan 

perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memilki 

perusahaan atau bekerja di p erusahaan competitor  atau LSM/ NGO.  

 

5. Company Assets Abusement , adalah situasi dimana karyawan 

menggunakan asset jabatan atau perusahaan untuk kepentingan 

pribadi, keluarga atau golongan.  

 

6. Confidentiality Abusement , adalah situasi dimana karyawan 

menggunaka n informasi rahasia jabatan dan/ atau informasi rahasia 

yang diperoleh melalui perusahaan untuk keuntungan pribadi/ 

golongan serta memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan 

dari informasi rahasia tersebut.  
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II. KONDISI UMUM PT. RIAU ABADI LESTARI 

II.1. Gambaran Umum  

Tabel 2. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. RAL  

No Deskripsi  
Keterangan  

Mandiangin  Tasik serai  Sindotim  

1. 
Administrasi 

Pemerintahan  

Kec. Minas dan 

Kec. Sungai 

Mandau 

(Kabupaten 

Siak) 

Kec. Pinggir 

(Kabupaten 

Bengkalis)  

Kec. Tapung Hili r 

(Kabupaten 

Kampar)  

Kec. Minas 

(Kabupaten Siak)  

2. 
Administrasi 

Kehutanan  
Dishut Prov. Riau 

3. 
Kelompok 

Hutan  

S. Perawang & 

S. Mandau  

S. Tapung & S. 

Tapung Kiri  

S. Air Jamban & S. 

Empohan  

4. 
Letak 

Geografis  

101o29õ30õõ ð 

101o34õ30õõ BT 

01o47õ15õõ ð 

01o59õ15õõ LU 

101o32õ10õõ ð 

101o37õ15õõBT 

- 01o01õ00õõ ð 

01o06õ00õõ LU 

101o15õ00õõ ð 

101o21õ30õõ 

BT00o40õ00õõ ð 

00o43õ30õõ LU 

5. 
Luas Areal 

Kerja 
5.725,72 ha  4.386,79 ha  5.113,69 ha  

Sumber: Dokumen RKUPHHK-HT PT.RAL periode 2017-2026, Tahun 2019 

 

II.2. Tata Ruang  

 Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Permen LHK No. 

P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan 

Pengelolaan Puncak Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut, 

sehingga perusahaan melakukan perubahan / revisi Rencana Kegiata n 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK -HTI) periode 2017 -2026. 

PT. Riau Abadi Lestari  mengalami perubahan tata ruang dengan 

komposisi akhir seperti yang ditunjukan pada Tabel 3 berikut;  

 Tabel 3 . Rencana Tata Ruang Areal Kerja PT. RAL  
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Sumber  : SK Revisi RKUPHHK-HT PT. RAL tahun 2019 

 

II.3. Keanekaragaman Jenis Flora dan Fauna   

 Jenis-jenis flora  dan  fauna yang ada di areal PT. Riau Abadi Lestari 

adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut.  

Tabel 4.  Daftar flora dan fauna yan g di temukan di konsesi PT. RAL 

Vegetasi  

No Species  Nama Lokal  IUCN CITES P.106/2018 

1 Anisoptera laevis Mersawa durian EN     

2 Dryobalanops oblongifolia Kuras       

3 Gonystylus bancanus Ramin VU App II   

4 Lithocarpus spec. Mempening EN     

5 Parashorea aptera Tembalun CR     

6 Shorea acuminata Meranti rambai CR     

7 Shorea bracteolata Meranti sabut EN     

8 Shorea inappendiculata Selagan CR     

9 Shorea leprosula Meranti tembaga EN     

10 Shorea parvifolia Meranti paya EN     

11 Macaranga triloba Mahang        

12 Vatica lowii Resak  EN     

13 Aquilaria malaccensis Gaharu       

14 Shorea uliginosa Meranti daun lebar EN     

Satwa 

No Species  Nama Lokal  IUCN CITES P.106/2018 

1 Sus scrofa Babi hutan LC     

2 Arachnothera longirostra Pijantung kecil LC     

3 Anthreptes malacensis Burung madu kelapa LC     

4 Spilornis cheela Elang ular bido LC   ã 

5 Elephas maximus sumatranus Gajah sumatera CR I ã 

6 Apalharpactes mackloti luntur sumatera LC   ã 

7 Ictinaetus malayensis Elang hitam LC     
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8 Nectarinia jugularis Burung madu sriganti LC     

9 Treron oxyura Burung punai sumatera LC     

10 Rhipidura javanica Kipasan belang LC   ã 

11 Buceros rhinoceros Enggang cula EN II ã 

12 Tapirus indicus Tapir EN II ã 

13 Tupaia glis Tupai akar LC   

Keterangan      
- IUCN   = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered ; LC: Least concern.     

 

II.4. Penentuan Jenis Tanaman   

 Faktor yang dijadikan pertimbangan adalah kondisi biofisik lahan/areal 

kerja. Jenis tanaman utama yang dipilih a dalah Acacia crassicarpa  dan 

Eucalyptus pelita , pemilihan jenis tanaman sesuai dengan hasil studi 

kelayakan . Kedua jenis tanaman ini cocok dikembangkan di Areal PT. 

Riau Abadi Lestari.  

 

II.5.  Kondisi Sosial Ekonomi  

Areal konsesi PT. Riau Abadi Lestari be rada ditiga wilayah Kabupaten 

yaitu Kampar, Siak dan Bengkalis. Lahan konsesi yang tersebar di tiga 

kabupaten mengakibatkan penanganan masalah sosial rumit terutama 

adanya klaim areal konsesi oleh masyarakat setempat maupun 

pendatang. Apalagi aksesibilitas  menuju lahan konsesi cukup baik dan 

pertumbuhan penduduk desa sekitar konsesi tinggi, tidak sebanding 

dengan ketersediaan lahan. Penduduk desa sekitar konsesi mayoritas 

adalah transmingan yang berasal dari berbagai daerah . 

Mata pencaharian masyarakat seki tar konsesi adalah petani dan buruh 

tani. Mata pencaharian lainnya berdangang barang kebutuhan sehari -

hari, perbengkelan/tukang, jasa transportasi dan pegawai 

negeri/swasta. Sebagian warga bekerja di perusahaan sebagai tenaga 

kerja penanaman dan pemelihara an akasia. Tingkat penghasilan 

masyarakat yang memiliki kebun sawit atau karet relatif baik tetapi 

yang bekerja sebagai buruh tani relatif rendah.  

 Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa 

dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di  sekitarnya,  
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perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program 

pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa -desa 

sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut 

diantaranya berupa upaya -upaya peningkatan pendapatan me lalui 

penyed iaan lapangan kerja,  penyediaan sarana dan prasarana sosial 

serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang 

bermukim di sekitar areal perusahaan.  

 

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. RIAU ABADI LESTARI 

 

 Kegiatan pengel olaan hutan lestari PT. Riau Abadi Lestari dilakukan 

dengan memperhatikan kaidah -kaidah pengelolaan hutan lestari yang 

memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. 

Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang 

menerap kan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat 

diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan 

secara ekonomi bagi masyarakat.  

 

3.1.  ASPEK PRODUKSI 

3.1.1. Perencanaan  

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. RAL telah menyusun Rencan a 

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

(RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana 

Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tana man.  

 

3.1.2. Penataan  Batas 

Tata batas areal kerja PT. Riau Abadi Lestari  sudah dilakuka n penataan 

batas oleh manaj emen  dan melibatkan instansi terkait , namun laporan 

penataan batas yang sudah dibuat , belum mendapat pengesahan  dari 

Kement erian terkait . Karena ter dapat selisih luasan dari luasan yang 

sebelumnya.  




